ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan kompleksitas tindak pidana
siber yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil
bagi korban. Meskipun hak restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, pengaturan mengenai mekanisme pemberian restitusi dalam tindak pidana
siber, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih
belum diatur secara tegas sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam
pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana siber serta mengidentifikasi
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui
studi kepustakaan dan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Siak, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki peran strategis dalam
mengupayakan pemenuhan hak restitusi melalui pengajuan permohonan restitusi,
pembuktian kerugian korban, pencantuman tuntutan restitusi dalam surat tuntutan,
hingga pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun,
pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang meliputi aspek substansi
hukum berupa pengambilan pengaturan mengenai restitusi dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik, aspek struktur hukum berupa kompleksitas
pembuktian alat bukti elektronik, keterbatasan kompetensi aparat, koordinasi
antarlembaga, serta kesulitan penelusuran aset digital, dan aspek budaya hukum berupa
kendala perbedaan bahasa, yurisdiksi, serta kehadiran korban warga negara asing
dalam proses peradilan. Maka, diperlukan penguatan substansi hukum, peningkatan
kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan budaya hukum yang berorientasi
pada perlindungan hak korban agar pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana
siber dapat terlaksana secara efektif dan memberikan kepastian hukum.
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